
BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 1{ TAHUN 2AIO

TENTANG

TUGAS POKOK DAN URAIAil TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BALANGAN

Menimbang a.

Mengingat 1.

b"

e.

BUPATI BALANGAN,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Balarrgan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan perumusan tugas
pokok dan uraian tugas uflsur-utlsur organisasi Perangkat

Daerah;

bahwa dalam rangka menunjang kelanearan tugas yang sesuai

dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika Kabupaten

Balangan, dipandang periu untuk menetapkan tugas pokok dan

uraian tugas unsur-unsur organisasinya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan

Bupati Balangan tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas

Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

I nformatika Kabupaten Balangan;

Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

Atas Undang-tJndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Republik lMonesia Nomor 3890);

undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Fembentukan

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2003 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4265);
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3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang Pembentukan
peraturan penindang-undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2AA4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerali (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4/;37) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2Og4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan tembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 48M);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2oa4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 20A4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor  7 1);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 57

Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi

Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008

tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

l0.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008

tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten

Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BAIANGAN TENTANG TUGAS POKOK DAN

URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS

PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN

BAIANGAN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupatiadalah Bupati Balangan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnfOrmatika adalah Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan I nformatika Kabupaten Balangan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnfonnatika
Kabupaten Balangan.

7. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Balangan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Balangan.

BAB II

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas PeihUbungan, Kom uhi kasi dan lnforillatika

Pasal 2

(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika mempunyai tugas melaksanakan
urusan perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang perhubungan,

komunikasi dan informatika sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf di bawahnya
sesuai dengan uraian tugasnYa;

e. melaksahakan pembina-n teknis, pehgawisan dan pehgendalian kegiatan
pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan;

d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penyediaan

sarana, prasarana perhubungan dan pengujian;

e. metaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan
pengendalian operasional;

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan

regulasi komunikasi dan informasi;

g. memberikan perijinan dan pelayanan umum;

h. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan UPT;



i. mengkoordinasikan pelayanan administrasi dan mengelola urusan
ketatausahaan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasidan lnformatika terdiri dari :

a. Sekretariat;

b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

C. BidanE Saiana, Piisarana dan Pen$uiiah;

d. Bidang Pengendalian Operasional;

e. Bidang Komunikasi dan lnformasi;

f. UPT; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekietiriit

Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan
pengendalian terhadaB program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika serta melaksanakan urusan penyusunan
program, umum, kepegawaian, keuangan dan pelaporan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf di bawahnya
sesuai dengan uraian tugasnya;

C. mehgkoordinaSikah penyebnggaiaan tUgaS Dinas PerhubUngaR, KomUnikasi
dan lnformatika, dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang
lain;

d. menyiapan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan, komunikasi
dan informatika sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan
oleh Pemerintah;

e. melaksanakan penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan
program kerja dan dokumentasi;

f. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi urusan pengelolaan

keuangan;

g. melaksanakan urusan tatalaksana, hukum dan perundangan-undangan.

h. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi urusan pengelolaan umum
dan kepegawaian;

i. melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;

j. melaksahakah penyimpanaR daR pemelihniaan dOkUmen pada Sekietariat;

k. melaksanakan penyusunan laporan Sekretariat dan penyiapan penyusunan

laporan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika;
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memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan

c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan
ketatausahaan dan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, kehumasan
dan keprotokolan, perjalanan dinas serta melaksanakan urusan ketatalaksanaan,
hukum, perundang-undangan dan pengelolaan kepegawaian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf subbag di
bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;

c. melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan;

d. melaksanakan urusan keprotokolan dan kehumasan, penerimaan tamu
pimpinan, upacara, rapat dinas dan administrasi perialan dinas;

e. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan di
lingkungan dinas;

f. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan,
pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana dinas;

g. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan,
perawatan sarana dan prasarana dinas;

h. melaksanakan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di
lingkungan dinas;

i. melaksanakan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan
dinas;

j. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sub Bagian umum dan
Kepegawaian;

k. melaksanakan penyusunan laporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat, penyiapan bahan dan penyusunan laporan dinas;

l. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan
uraian tugas, informasijabatan, sistim dan prosedur keria;

m. melaksanakah analisis jabatah dah analisis Organisasi;

n. melaksanakan penyusunan bahan penyempurnaan organisasi dan usul
kelembagaan di lingkungan dinas;

o. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur kerja di lingkungan dinas;

p. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan di lingkungan dinas;

q. melaksanakan penelaahan dan penyusunan bahan pertimbangan hukum;



r. melaksanakan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di lingkungan
dinas;

s. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan

dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pensiun serta urusan
mutasi lainya;

t. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat,
keseiahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda iasa dan
kedudukan hukum pegawai;

u. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi,
daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi
dan cuti pegawai;

v. melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian dan daftar penilaian
prestasi/kinerja pegawai ;

w. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyaitugas melaksanakan pengumpulan
dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan anggaran serta
evaluasi dan pelaporan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf subbag di
bawahnya sesuai dengan uraian fugasnya;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;

d. menyinpkan bahah dah melakSanakan penyusUnan rencana ketja dan rencana
kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta indikatornya, serta anggaran
pelaksanaannya;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan
kegiatau

f. menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan kegiatan;

g. menyusun program tahunan dinas dari data yang berasal dari bidang masing-
masing;

h. mengkoordinasikan pembuatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan bersama
bidang;

i. menyusun dan membuat laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan;

j. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah
(LAKIP) dinas;

k. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebiiakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.



Pasal 8

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan

administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan program keria Sub Bagian Keuangan;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf subbag di
bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;

c. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembuatan penyusunan rencana
anggaran dan perubahan anggaran kegiatan dinas;

d. melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja langsung dan tidak
langsung;

f. melaksanakan penelitian kebenaran dokumen pencairan anggaran dan

ketersediaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. me[aksahakan penyUsUhah bahan revisianggaran dinas;

h. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan dinas;

i. melakSahak6n p€mbukUan, Verifikasi dah pen$hftungan ahg$aian;

j. melaksanakan pemantauan daanaan anggaran;

k. melaksanakan penyusUhah laporan pelaksahaan anggaran dan peh$hituhgan

anggaran di lingkungan dinas;

l. melaksanakan penyiapan usul bendahara dan calon pemegang uang muka
kegiatan unit kerja di lingkungan dinas;

m. menyusun dan laporan keuangan, melaksanakan penyimpanan dan
pemeliharaan dokumen Sub Bagian Keuangan;

n. melaksanakan penyusunan laporan Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat dan
penyiapan penyusunan laporan dinas;

o. menyusun rencana, melaksanakan kegitan pengumpulan data dan penyajian

dan analisa data anggaran perencanaan dan belanja dinas;

p. menghimpun dan menganalisa data anggaran dan realisasi keuangan;

q. menghimpun dan menyiapkan bahan dan menyusun rancangan Rencana Keria- 
Anggaran Satuan Keda Perangkat Daerah (Rl(A) untuk dijadikan DPA-SKPD

baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung;

r. meRyusun rencana anggaran penerimaanlpengeluaran dinas, serta pengelolaan

data keuangan sebagai bahan perhitungan dan perencanaan tahun anggaran
yang akan datang;

s. menyiapkan bahan dan membuat laporan pertanggugjawaban pelaksanaan

anggaran;

t. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selaniutnYa; dan

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.

7



Bagian Ketiga

Bidan$ LalU LihtaS dah AngkUtan Jalan

Pasal 9

(1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan' . 
pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pengawasan pengaturan lalu lintas,
perlengkapan dan angkutan jalan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja bidang lalu lintas dan

angkutan jalan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b, melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja seksi-seksi di

bawahnya sesuai dengan uraian tugas;

c. merencanakan dan menyusun program operasional, melaksanakan,
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengaturan lalu lintas ialan;

d. merencanakan dan menyusun program operasional, melaksanakan,
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan
perlengkapan jalan;

e. merencanakan dan menyusun program operasional, melaksanakan,
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengaturan angkutan jalan;

f. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 10

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiridari :

a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;

b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan

c. SeksiAngkutan.

Pasal 11

(1) Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi,

analisis dan evaluasi pelayanan lalu lintas jalan, menyiapkan penyusunan dan
penetapan jaringan transporatsi jalan dalam daerah, perencanaan kebutuhan
perlengkapan,, iokasi pemasangan d".n pemeliharaan rambu-rambu, alat
pengawasan dan pengamanan lalu lintas jalan serta perizinan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf seksi

dibawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;

c. menghimpun, mengolah dan menganalisa data intensitas jumlah kendaraan

bermotor dan tidak bermotor pada jalur dan waktu tertentu;

d. menyiapkan bahan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan lalu

lintas jalan;
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dalam daerah kabupaten;

f. menyiapkan bahan kerjasana dengan instansi terkait dalam rangka
pembinaan lalu lintas jalan;

g. melaksanakan analisis mengenaidampak lingkungan lalu lintas dijalan;

t g?$[i:ll1lft:$lt:l?, per'rjinan pensunaan jaran umum untuk kepentinsan

' il:l*:*?E?r"3ij:ffitrnl"'u'n'n 
travek angkutan penumpans serta

j. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta
memelihara arsip;

k. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Pasal 12

(1) Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
melaksanakan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan
penghapusan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, tempat penyeberangan jalan,
alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan
serta fasilitas pendukung dijalan kabupaten.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf seksi di
bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;

c. menghimpun dan mengolah data jalan kabupaten serta data analisa
ketersediaan dan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan
rambu-rambu, marka, APILL dan fasilitas lalu lintas lainnya tempat
penyeberangan maupun jembatan penyeberangan;

d. menyiapkan bahan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pengadaan dan
pemeliharaan perlengkapan jalan;

m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian teknik dan
sarana jalan;

n. melaksanakan survey penentuan lokasi perlengkapan jalan pada jalan
kabupaten, provinsi dan nasional;

o. menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian terhadap
penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, tempat penyeberangan
maupun jembatan penyeberangan ;

p. melaksanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dijalan
kabupaten;

q. mengivetarisasi dan mengusulkan perlengkapan jalan pada jalan provinsi dan
nasional kepada pemerintah provinsi dan departemen;



r. melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan semua perlengkapan ialan pada

ialan kabupaten;

s. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitas prasarana pengaturan lalu lintas
dan alat pemberi isyarat lalu lintas, marka, APILL dan fasilitas lalu lintas lainnya
dijalan kabupaten;

t. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kebutuhan pengadaan dan
penempatan serta pemeliharaan rambu lalu lintas, marka, APIIL dan fasilitas lalu
lintas lainnya dijalan kabupaten;

u. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta
memelihara arsip;

v. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan infsrmasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Pasal 13

(1) Seksi Angkutan mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan bahan
petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja operasional
pelayanan angkutan jalan, menyiapkan usulan tarif angkutan penumpang dalam
daerah, perijinan dan pengendalian muatan lebih, menetapkan standar batas
maksimum muatan dan berit kendaraan angkutan barang serta angkutan khusus
dahm daeiah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf seksi
dibawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;

c. menghimpun, mengolah dan menganalisa data statistik pelayanan angkutan
orang dan barang serta data usulan tarif angkutan penumpang pedesaan;

d. menyiapkan bahan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pengaturan

angkutan penumpang dan barang;

e. memantau dan menganalisa rencana operasional pelayanan angkutan;

f. melaksahakan pembinaan pehgUsaha angkUtan kot6/ped0Saah dalam ran$ka
peningkatan pelayanan dan pengembangan usaha angkutan;

g. melaksanakan pelayanan perijinan angkutan penumpang, barang dan angkutan
khusus serta ijin muatan melebihi batas maksimum dan berat kendaraan;

h. menyiapkan bahan rekomendasi angkutan penumpang umum antar kabupaten
yang berdomisili di daerah;

i. menyiapkan bahan usulan iaringan transportasi ialan/trayek daerah dalam
pengembangan trayek baru;

j. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta

memelihara arsiP;

k. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebiiakan dan
petunjuk sefanjutnYa; dan
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l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Bagian Keempat

Bidihg Saiaha, Piasaiina dah P6ngtrjiah

Pasal 14

(1) Bidang Sarana, Prasarana dan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan dan
mempersiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi, pengendalian,
pengawasan pengadaaan sarana dan prasarana terminal, parkir dan halte serta
pembinaan teknis kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor, pemberian
perizinan dan pengujian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan ren@na dan program kerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja seksi-seksi di
bawahnya sesuai dengan uraian tugas;

c. merencanakan operasional, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan pengelolaan terminal, parkir dan halte beserta sarana dan
prasarananya;

d. merencanakan operasional, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi
pembinaan teknis kendaraan baik bermotor maupun kendaraan tidak bermotsr
serta pemberian perizinan;

e. merencanakan operasional, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan pembinaan teknis pengujian kendaraan baik bermotor maupun
kendaraan tidak bermotor;

f. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 15

Bidang Sarana, Prasarana dan Pengujian terdiri dari :

a. SeksiTerminal dan Perparkiran;

b. Seksi Kendaraan; dan

c. Seksi Pengujian.

Pasal 16

(1) Seksi Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan dan
merencanakan lokasi pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan
dan pengendalian keamanan dan ketertiban terminal, perparkiran dan halte.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaiberikut r

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf seksi di
bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;
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c. menghimpun, mengolah dan menganalisa data lokasi dan pengelolaan terminal,

perparkiran dan halte;

d, menyiapkan bahan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan

terminal, peparkiran dan halte;

e. menyiapkan bahan rencana pembangunan dan pengembangan terminal,
penunjukan lokasi perparkiran dan halte;

f. menyiapkan bahan usulan pembuatan halte;

g. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan terminal,
perparkiran dan halte; serta awak kendaraan bermotor angkutan ialan;

h. melaksanakan pengendalian dan penertiban terminal dan parkir serta

melaksanakan pungutan retribusi sebagai penerimaan daerah;

i. melaksanakan pelayanan perijinan pengelolan parkir;

i. melaksanakan pemeliharaan kebersihanterminaldan parkir;

k. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta
memelihara arsip;

l. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan infornasi untuk kebiiakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 17

(1) Seksi Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan bahan
petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan kendaraan baik bermotor maupun tidak
bermotor, pemberian bimbingan, perizinan bengkel umum dan bengkel khusus
pemegang merk serta mengatur dan mengendalikan susunan alat tambahan pada

kendaraan penumpang umum.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. mefaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf seksi

dibawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;

c. menghimpun dan mengolah data kendaraan bermotor tidak bermotor dalam

rangka pengawasan dan pembinaan sarana angkutan;

d. melaksanakan pengawasan kegiatan rancang bangun kendaraan bermotor;

e. menyiapkan bahan dan memberikan perizinan diklat mengemudi;

f. menghimpun dan mengolah data perizinan bengkel umum dan bengkel khusus
pemegang merk;

g. menyiapkan bahan petunjuk teknislpembinaan terhadap bengkel umum dan

bengkel khusus Pemegang merk;

h. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengaturan dan pengendalian

susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum;

i. mehksanakan evalgasi dan analisa pelaksanaan pemberian periZinan ben$kel

umum dan bengkel khusus pemegang merk serta pemberian alat tambahan
pada kendaraan PenumPang umum;
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j. menyiapkan bahan dan mengolah laporan mengenai keberadaan kendaraan

penumpang umum yang menggunakan alat tambahan dan bengkel umum serta

bengkel khusus pemegang merk kendaraan;

k. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta
memelihara arsiP;

l. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebiiakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 18

(1) Seksi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan bahan
pembinaan- petunjuk teknis pelaksanaan pengujian kendaraan baik bermotor
maupun tidak bermotor, pembinaan dan pengelolaan unit pengujian kendaraan

bermotor.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program keria sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf seksi
dibawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;

c. merencanakann dan menyiapkan bahan pengendalian kelayakan kendaraan
bermotor;

d. melakukan pemantauan bimbingan teknis dan operasional terhadap
pengoperasian kendaraan bermotor;

e. melakukan analisis penilaian terhadap pengoperasian kendaraan bermotor;

f. melakukan evaluasi hasil kelayakan kendaraan;

g. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan tentang persyaratan dan ketentuan

kendaraan wajib uji;

h. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor serta
penunjukan lokasi pengelolaan pelaksanaan pengujian;

i. melaksanakan pembinaah pengelolaan uhit penguiian kendara6h beffiot6i;

j. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas Pengujian Kendaraan

Bermotor (PKB);

k. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta
memelihara arsiP;

l. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporka.n hasil
peii[s.naan tugas se6agai bahin evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selaniutnYa; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian OPerasional

Pasal 19

(1) Bidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan bimbingan' - 
keselJmatan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas serta melakukan analisis
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daerah rayvan kecelakaan, pemantauan dan menyiapkan program ketertiban lalu
lintas dan angkutan jalan, sungai dan penyeberangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program keria bidang kependudukan
dan catatan sipil sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja seksi-seksi di
l^^..,^1-^.,^ ^^-..^i .l^^^^^,.-^l^^ +,.^^A.uawarilrya DEDuclr urrrrgorr ularail rugao,

c. merencanakan operasional, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan pengendalian ketertiban lalu lintas dan angkutan;

d. merencanakan operasional, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;

e. merencanakan operasional, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan pengamanan dan pengawalan;

f. menyiapkan bahan dan mengolah lapoi'an dalam berbagai bentuk serta
memelihara arsip;

g. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

h. meiaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan biciang
tugas.

Pasal 20

Bidang Pengendalian Operasional terdiri dari :

a. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan;

b. Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas; dan

c. Seksi Pengamanan dan Pengawalan.

Pasal 21

(1) Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan
penilaian dan penyusunan program operasional bimbingan keselamatan dan
penertiban lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan serta
pengendaliannya.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. meiaksanakan pembinaan dan peniiaian atas prestasi kerja staf seksi di
bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;

c. menghimpun, mengolah dan menganalisa data keselamatan dan ketertiban lalu
lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan;

d. menyiapkan bahan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis keselamatan dan
ketertiban lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan,

e. menyiapkan bahan penyusunan program lalu lintas jalan, sungai dan
penyeberangan dan pelabuhan;

f. melaksanakan pemantauan dan analisis serta evaluasi pelaksanaan penertiban
lalu lintas jalan, sungai, penyeberangan dan pelabuhan;
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g. melaksanakan pemantauan, inventaris dan analisis daerah rawan kecelakaan
pada lalu lintas jalan, sungai dan penyeberangan;

h. menyiapkan bahan-bahan hubungan kerjasama dengan satuan kerja/instansi
terkait dalam penertiban lalu lintas jalan, sungai dan penyeberangan serta
pelabuhan;

i. menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan tertib pemanfaatan jalan,

sungai dan penyeberangan;

j. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta
memelihara arsiP;

k. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Pasal22

(1) Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan
pemantauan dan analisis data serta operasional rawan kecelakaan lalu lintas dan
angkutan jalan, sungai dan penyeberangan, pemberian rekomendasi serta upaya
penanggulangan kecelakaan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. rnelaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf di bawahnya
sesuai dengan uraian tugas;

c. menghimpun, mengolah dan menganalisa data kondisi dan upqya
penahggulangan kecelakaan lalu lintas jalan, sungai, penyeberangan dan
pelabuhan;

d. menyiapkan bahan kebijakan dan penyusunan petunjuk te[<njs penanggulangan
keceiakaan lalu lintas ialan, sungai, penyeberangan dan pelabuhan;

e. melaksanakan pemantauan dan analisis terhadap faktor kecelakaan lalu lintas
jalan, sungai, penyeberangan dan pelabuhan;

f. menyiapkan bahan panduan dalam rangka penanggulangan kecelakaan;

g. menyiapkan bahan keriasama dengan instansi terkait dalam operasional
penanggulangan kecekalaan ;

h. memberikan rekomendasi untuk perijinan reklame/baliho;

i. menyiapkan bahan laporan tentang penanggulangan kecekalaan;

j. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta
memelihara arsip;

k. memberikan saran, pertimbarqan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas.

Pasal 23

(1) Seksi Pengamanan dan Pengawalan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan
melaksanakan pengamanan dan pengawalan pejabat.
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(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program keria sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf seksi di

bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;

c. menghimpun, mengolah dan menganalisa data kegiatan pengamanan dan
pengawalan;

d. menyiapkan bahan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan
pengamanan dan pengawalan baik didarat maupun di sungai;

e. melaksanakan pemantauan dan analisis serta evaluasi. pelaksanaan penertiban- 
iJtr liriai lalan ban sungai dalam rangka pengamanan dan pengawalan pejabat;

f. menyiapkan bahan panduan dalam rangka pengamanan dan pengawalan
pejabat di darat dan di sungai.

g. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta
memelihara arsiP;

h. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporka.n hasil

[elaksanain tugas ie6agai bahln evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnYa; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Bagian Keenam

Bidang Komunikaei dan lnformasi

Pasal24

(1) Bidang Komunikasi dan informasi mempunyai tugas merumuskan program dan' ' 
melaksanakan pembinaan teknis kelembagaan dan regulasi komunikasi dan

informasi serta mengembangkan, memantau dan mengatur sarana komunikasi,

pengolahan data dan dokumentasi secara elektroni( pembangunan dan

pengem banga n telekomuni kasi da n i nformati ka (telemati ka).

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja seksi-seksi di

bawahnya sesuai dengan uraian tugas;

c. merencanakan operasional, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan regulasi komunikasi dan informasi;

d. merencanakan operasional, mengatur dan . mengevaluasi pelaksanaan
pembinaan dan p6mberdaydan komunikasi sosial dan antar penduduk serta

disiminasi informasi;

e. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan

[emantauan O"n inalisis pemUinain dan pemberdayaan komunikasi sosial dan

disiminasi informasi;

t. merencanakan operasional, mengatur d?! meng.evaluasi ,penyusunan program

operasional penghwasan komunikasi sosial dan disiminasi informasl;

g. merencaRakan operasional, mengatur . {rn mengevaluasi pelaksanaan
perumusan lieoUarhn dan peiunjuk terknis .i.I"T pengumpulan, p_erlgoqll?Ij3..1

Fenyaiian data'secara eldktronik dan grand design pengembangan elektronrc
govemment

h. merencanakan oPerasional,
pengolahan data secara

mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan
ebktr6nik, pembangunan dan pengembangan
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elektronic govemmenf (E-Gov), pengawasan dan pemantauan perizinan pos dan
telekomunikasi serta pengembangan dan pembangunan sarana telematika;

i. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyusunan program
operasional pengawasan perizinan pos dan telekomunikasi serta pembangunan
sarana telematika;

j merenc€lnakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan
penelitian, pengkajian pengembangan telekomunikasidan teknologi informatika;

j. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta
memelihara arsip;

k. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Pasal 25

Bidang Komunikasi dan lnformasi terdiri dari :

a. Seksi Media dan Sarana Komunikasi;

b. Seksi Manajemen dan lnformatika; dan

c. Seksi Pengawasan dan Pengedalian.

Pasal 26

(1) Seksi Media dan Sarana Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
kelembagaan dan regulasi media dan sarana komunikasi dan informasi baik media
cetak maupun elektronik dan telekomunikasi serta memberikan pelayanan perijinan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf seksi di
bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;

c. menghimpun, mengolah dan menganalisa data penyelenggaraan telekomunikasi
dan infonrnasi;

d. menyiapkan bahan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan
telekomunikasi dan informasi ;

e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan radio;

f. memproses pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan
data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;

g. memprmes pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar
radio dan/atau televisi;

h. m€lakukan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala
kabupaten;

i. melaksanakan diseminasi informasi nasional serta koordinasi dan fasilitasi
pengembangan kemitraan media skala kabupaten;

j melaksanakan pembinaan, pengawa$an dan pemberian rekomendasi untuk
pendirian kantor pusat jasa titipan/pos;

k. memproses pemberian izin jasa titipan/pos untuk kantor agen;

t7



t.

m.

melakukan penertiban iasa titipan/pos untuk kantor agen;

memproses pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk

keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten

sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;

meproses pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan
jaringan tetap tertutup lokal wiretine (end to end) cakupan kabupaten;

memproses pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan

kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;

memproses pemberian izin terhadap lnstalatur Kabel Rumah/Gedung (|KR/G);

melaksanakan pembangunan telekomunikasi perdesaan;

memproses pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator,
penanggung jawab panggilan da rurat telekomun ikasi ;

memproses rekomendasi lzin Mendirikan Bangunan (lMB) menara

telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;

memproses pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel

telekomunikasi dalam satu kabupaten;

memproses pemberian izin Hinder Ardonantie (Ordonansi Gangguan) dan

pemberian izin instalasi penangkal petir dan pemberian izin instalasi genset;

menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta

memelihara arsip;

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil

pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selaniutnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

n.

x.

Pasal2T

(1) Seksi Manajemen dan lnformatika mempunyai tugas merumuskan program kerja

dan petunjuk teknis, mengumpulkan bahan, melaksanakan pengkajian dan

pengembangan serta pembinaan manajemen dan lnfoermatika yang mencakup

penlumputan darr penyajian data secara eletronik serta pembangunan dan
pen6embangan egovemmenf serta pengembangan sarana telematika.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf di bawahnya

sesuai dengan uraian tugasnYa;

c. menghimpun, mengelola, menyajikan dan menyimpan data secara elektronik;

d. menyiapkan bahan petunjuk teknislpembinaan pelaksanaan kegiatan

pengumpulan, pengolahan dan penyaiian data secara elektronik serta
pem-bangunan dan pengembangan elektronic govemmenf;

e. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan

pengumpulan,pengolahan dan penyajian data secara elektronik, pembangunan

dan pengembangan egovemment,

t. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pengumpulan,

pengolahan dan penyajian data secara elektronik, pembangunan dan

pengembangan egovemment
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g. menyiapkan bahan dan mengolah laporan pelaksanaan kegiatan pengumpulan,

pengolahan dan penyajian data secara elektronik, pembangunan dan

pengembangan egove m ment;

h. melakukan penyaiian dan pendistribusian data dan informasi melalui media

eletronik;

i. menyiapkan bahan perumusan program dan aplikasi data elektronik,
perumusan dan penyusunan grand design pengembangan dan pembangunan

ele ktron ic gove m menf di I ingku ngan Pemeri ntah Kab upaten ;

t. menghimpun dan mengolah sarana telematika;

k. menyiapkan bahan petunjuk teknis penelitian, pengkajian pengembangan

teknologi informasi dan telematika;

!. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan dan
pembangunan inforrnasi dan telematika;

m. mengumpulkan bahan dan menyusun program penelitian, pengkaiian,

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi

dan telematika;

n. melaksanakan evaluasi dan anatisa pelaksanaan penelitian, pengkajian

pemanfaatan sarana dan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi

dan telematika;

o. menyiapkan bahan dan mengolah laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan

pembangunan dan pengembangan sarana telematika;

p. menyiapkan bahan dan mengolah laporan pengolahan data elekronik sertia

pembangunan dan pengembangan e-govemment;

q. menyiapkan bahan dan mengotah iaporan cialam berbagai bentuk serta
memelihara arsip;

r. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan

petunjuk selanjutnYa; dan

s. rrrelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.

Pasal 28

(1) Seksi Pengawasan dan Pengedalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan

dan peng6ndalian terhadap pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan regulasi

media dan sarana komunikasi dan informasi baik media cetak maupun elektronik

dan telekomunikasi serta pelaksanaan pemberian pelayanan perijinan.

{2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf seksi di
bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;

c. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan
telekomunikasi dalam cakupan area kabupaten;

d. melaksanakan pembinaan, pengawasary dgn pengendalian penyelenggaraan

iasa/warung tedkomunikasi, warung seluler dan internet atau sejenisnya;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lokasi pendirian menara
telekomunikasi;

f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian galian kabel telekomunikasi;
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melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan

studio dan stasiun Pemancar radio;

menyiapkan bahan kerjasama dengan. unit....kerja/instanst_sll?:t dalam

F;d;r[;;n Jin pemaritauan perijinEn iasa titipan/pos, pembangunan dan

iengembangan telekomunikasi ;

menyiapkan bahan kerjasama dengan unit keria/instansi terkait dalam kegiatan

f"ngir*r"rn dan pemantauan perkembangan dan pemanfaatan sarana

telematika;

menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta

memelihara arsiP;

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil

pelaksanaan tugas sebagai bahin evatuasi dan informasi untuk kebijakan dan

petunjuk selanjutnYa; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.

Bagian Ketuiuh

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 29

(1) UPT mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas sebagian tugas pokok Dinas

perhubungan, Komu'irikasi dan lnformatika yang mempunyai wilayah keria 1 (satu)

atau beberaPa kecamatan.

(2) UpT mempunyai fungsi perenffinaan teknis operasional, - 
pela.ksanaan teknis

fungsional dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis fungsional.

(3) UPT dipimpin seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung iawab' ' 
kepada Kepata Dinas dan secara operasionaldikoordinasikan oleh Camat.

(4) UPT terdiri dari sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang
' ' dapat ditetapkan sesuaidLngan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

Bagian KedelaPan

KelomPok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

irng.i'Dinas perhubrngin, Komunikasi dan lnformatika sesuai dengan keahlian

teb-utuhan berdasarkan-peraturan perundang-undangan yang berlaku'

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-har yang berum diatur dalam Peraturan Bupati ini

akan diatur kembali dengan Peraturan Bupatitersendiri'

g.

h.

k.

dan
dan
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Pasal 32

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

M. RIDUAN DARLAN

BERITA DAERAH I<ABUPATEN BAIANGAN TAHUN 2O1O NOMOR 11

fn Q Paringin
j

ggall1 Pebruari 2010

J**oo N./d, //'

,#

Diundangkan di Paringin

pada tanggal 1 Pebruari 2010
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